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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Kekuatanhukum akta hibah yang dibuat dihadapan notaris yang  melanggar legitime portie dan aktanya dibatalkan oleh hakim, penulis tidak sependapat karena hakim keliru dalam menerapkan hukumnya sebab berdasarkan Pasal 920 KUHPerdata akta hibah yang melanggar legitime portie  tidak  boleh dibatalkan tetapi dilakukan inkortingyaitu pemotongan, pengurangan, penunjukan waris, dan hibah antara orang-orang yang masih hidup karena mengurangin bagian warisan dari waris mutlak (legitimaris).
2. Upaya hukum bagi penerima hibah yang akta hibahnya  dibatalkan oleh pengadilan adalah melakukan upaya hukum gugatan. Prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh)  pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap  penghibah. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan dan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum.
3. Analisis atas putusan hakim terkait akta hibah yang melanggar legitime portiedalam Putusan Mahkamah Agungomor 2892 K/Pdt/2021 adalah  akta hibah yang dibuatdihadapanNotaris Sabrina AskandarTjokroprawirodibatalkanolehmajelis hakim karenabertentangandenganketentuanlegitiemeportie (bagianmutlak) paraahliwarissebagaimanadiaturdalamPasal 913 KUHPerdata, dalamhalinipenulistidaksependapatdenganputusan hakim karenaaktahibahtidakbolehdibatalkantetapidilakukanpengurangandan hakim dalamhalinisalahmenerapkanhukumnya.

B. Saran
1. Seharusnya bahwa pada saat pembuatan akta hibah, Notaris berkewajiban untuk memberikan pemahaman kepada klien (pemberi hibah dan penerima hibah) bahwa dalam penghibahan perlu memperhatikan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai adanya kedudukan bagian mutlak (legitime portie) untuk para ahli warisnya, sehingga dikemudian hari tidak terjadi dan terhindar dari adanya sengketa hukum mengenai pemberian hibah.
2. Untukmenghindariadanyagugatan di kemudianharimakaseorangnotarisselakupembuataktahibah agar sebelumpembuatanaktasebaiknyanotarismemberikanmasukandan saran hukum, sertapemahamanterkaitbagianhakmutlakparaahliwaris(legitiemeportie).
3. Penulistidaksetujudenganbatalnyaaktahibahdanuntukmengatisipasihibahtidakdigugatataudibatalkan, makapemberi, penerimahibahdannotarismelakukanpenyuluhanhukum agar memastikanhibahitutidakdigugatdengancaraaktahibahditandatanganiolehseluruhahliwarisdanmembuatpernyataanhibahtidakmelebihi 1/3 darihartapemberihibah.
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